PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2002
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan sumber-
sumber pendapatan Daerah, yang pemungutan,
pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan
piutangnya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya,
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang beraku;

b. bahwa tata cara penghapusan piutang pajak. Daerah dan
retribusi Daerah berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Pasal 14 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, perlu diatur
dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 4
Juli Tahun 1950 ) jo.Undang-undang Nomor 23 tahun 2000
tentang Pembentukan Propinsi Banten ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4010) ;

2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) jo. Undang
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

3. OUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839 );

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 );
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Menetapkan :

5. Peraturan Pernerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001] tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2
Seri D);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Ulnas
Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 20 Seri D), jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000
tentang Pengeloiaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG TATA

CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah yang termasuk wilayah Propinsi Jawa Barat
yang telah mengalami perubahan dengan terbentuknya Propinsi
Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat.
Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.
Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Barat
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Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

9. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib
Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau
dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

10. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh
wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun
retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah
pokok pajak.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
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